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Abstract

7KH�OHJDO�SURWHFWLRQ�RI�,QGRQHVLDQ�2YHUVHDV�6WXGHQWV�UHIHUV�WR�WKH�SURYLVLRQV�RI� WKH�OHJDO�SURWHFWLRQ�RI�

,QGRQHVLD�FLWL]HQ�DEURDG�ZKLFK�LV�VXEMHFWHG�WR�WKH�SURYLVLRQ�RI�,QGRQHVLD¶V�QDWLRQDO�ODZ�DQG�LQWHUQDWLRQDO�

ODZ��7KH�OHJDO�SURWHFWLRQ�RI�RYHUVHDV�VWXGHQWV�LWVHOI�LV�GLYLGHG�LQWR�WKH�SURWHFWLRQ�LQ�WLPHV�RI�SHDFH�DQG�

WKH�SURWHFWLRQ�GXULQJ�DUPHG�FRQÀLFW�� HLWKHU�QDWLRQDO�RU� LQWHUQDWLRQDO��7KH�HYDFXDWLRQ� �UHSDWULDWLRQ��RI�

,QGRQHVLDQ�&LWL]HQV�LQ�<HPHQ��VRPH�RI�ZKLFK�DUH�VWXGHQWV��LV�RQH�RI�WKH�HIIRUWV�RI�,QGRQHVLDQ�*RYHUQPHQW�

WR�SURWHFW� LWV�FLWL]HQV�DEURDG��DOWKRXJK�LQ� WKH�HQG�� WKH�VWXGHQWV�ZKR�DUH�VHQW�KRPH�FDQ¶W�FRQWLQXH� WKHLU�

VWXGLHV�LQ�<HPHQ�DQG�FRQWLQXH�WKHLU�VWXGLHV�LQ�YDULRXV�XQLYHUVLWLHV�LQ�,QGRQHVLD�

Keywords��OHJDO�SURWHFWLRQ��,QGRQHVLD�VWXGHQWV�RYHUVHDV��DUPHG�FRQÀLFW�

Intisari

Perlindungan hukum Pelajar Indonesia di Luar Negeri merujuk pada ketentuan perlindungan hukum Warga 

Negara Indonesia di Luar Negeri yang pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum nasional Indonesia 

dan ketentuan hukum internasional. Perlindungan hukum pelajar di luar negeri sendiri dibagi menjadi 

GXD��\DNQL�SHUOLQGXQJDQ�SDGD�PDVD�GDPDL�GDQ�SDGD�PDVD�NRQÀLN�EHUVHQMDWD�EDLN�\DQJ�VLIDWQ\D�QDVLRQDO�

maupun internasional. Pemulangan WNI di Yaman yang sebagiannya adalah pelajar merupakan salah 

satu upaya pemerintah dalam melindungi warganegaranya di luar negeri meskipun pada akhirnya pelajar 

yang dipulangkan tak bisa melanjutkan studi mereka di Yaman dan meneruskan studi mereka di berbagai 

universitas di Indonesia.
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A. Latar Belakang

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah 

satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang tertera dalam paragraf ke-4 Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.Perlindungan secara hukum terhadap 

warga negara juga semestinya berlaku bagi Warga 

Negara Indonesia (WNI) di luar batas wilayah 

negara.Keperluan perlindungan terhadap WNI di 

luar batas wilayah negara tersebut meliputi Korps 

Diplomatik, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga 

terhadap Pelajar yang sedang menempuh pendidikan 

di luar wilayah Indonesia. Pada era generasi muda 

saat ini, tidak bisa ditolak kenyataan bahwa minat 

dan keinginan pelajar untuk menempuh pendidikan 

di luar wilayah negara Indonesia semakin deras 

oleh sebab itulah kuantitas pelajar Indonesia di 

luar negeri makin meningkat dan persebarannya di 

segala penjuru dunia.

Sebagai aset dan masa depan bangsa sudah 

barang tentu Negara wajib memberikan perlindungan 

hukum kepada pelajar Indonesia ketika pun sedang 

menempuh pendidikan di luar wilayah negara 

selurus dengan tujuan negara yang telah disebutkan 

di atas. Bersamaan dengan hal tersebut, tidak jarang 

keamanan pelajar Indonesia berbenturan dengan 

situasi-situasi tertentu dalam negara di mana pelajar 

tersebut menempuh pendidikan. Salah satu situasi 

\DQJ�PHUXSDNDQ�DQFDPDQ�DGDODK�NRQÀLN�EHUVHQMDUD�

internasional �LQWHUQDWLRQDO� DUPHG� FRQÀLFW), yakni 

MLND�NRQÀLN�EHUVHQMDWD�WHUMDGL�GL�DQWDUD�GXD�1HJDUD�

DWDX� OHELK�� GDSDW� SXOD� NRQÀLN� EHUVHQMDWD� GDODP�

QHJDUD��NRQÀLN�EHUVHQMDWD�LQWHUQDO��LQWHUQDO�DUPHG�

FRQÀLFW�� GLNDWDNDQ� VHEDJDL� NRQÀLN� EHUVHQMDWD�

internasional manakala ada negara lain yang 

mengintervensi.

.RQÀLN�EHUVHQMDWD�\DQJ�WHUMDGL�EHUODUXW�ODUXW�

GL� <DPDQ� PHUXSDNDQ� VDODK� VDWX� FRQWRK� NRQÀLN�

EHUVHQMDWD�LQWHUQDO�\DQJ�PHQMDGL�NRQÀLN�EHUVHQMDWD�

internasional. Memperhatikan situasi dan kondisi 

politik dan keamanan antar komponen masyarakat 

di Yaman yang masih belum kondusif, sebagaimana 

dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik 

Indonesia Sana’a, Yaman, telah mengevakuasi 

beberapa WNI untuk kembali ke Indonesia untuk 

yang kelima kalinya. Apakah pemulangan WNI dari 

Yaman suatu solusi yang terbaik, terlebih terhadap 

pelajar Indonesia yang masih menempuh pendidikan 

pada instansi pendidikan di negara tersebut. 

Atas  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,  maka  

kemudian  penulis menentukan judul “Perlindungan 

Hukum Pelajar Indonesia di Luar Negeri yang 

0HQJDODPL� .RQÀLN� %HUVHQMDWD� ,QWHUQDVLRQDO�

(Studi Kasus Mahasiswa Indonesia pada Al Aghaff 

University, Hadramaut, Yaman)” sebagai judul 

penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah 

di atas, penulis menentukan rumusan masalah untuk 

penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Bagaimana 

ketentuan hukum nasional dan hukum internasional 

yang mengatur perlindungan Pelajar Indonesia 

\DQJ� PHQJDODPL� NRQÀLN� EHUVHQMDWD� EDLN� QDVLRQDO�

maupun internasional di Negara tempat mereka 

belajar? Kedua, Upaya apa yang telah dilakukan 

oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi Pelajar Indonesia yang 

ada di Yaman khususnya di Al Aghaff University? 

Ketiga, Bagaimana keberlangsungan studi 

Mahasiswa Indonesia di Yaman baik yang pulang ke 

Indonesia maupun yang tidak pulang ke Indonesia?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian yuridis-empiris. Penelitian menggunakan 

kajian yuridis dengan sumber data berasal dari 

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan sekaligus juga dielaborasi 

dengan kajian empiris dengan sumber data yang 

berasal dari hasil wawancara dengan pihak terkait 

dan fenemona-fenomena hukum yang berkembang. 

Data sekunder maupun primer yang diperoleh 

kemudian diolah dengan menggunakan metode 

kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer (SULPDU\� OHJDO�

UHVRXUFH), yakni segala bahan hukum 

atau ketentuan yang mengikat dengan 
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permasalahan yang  diteliti.1 Dalam 

penelitian ini bahan hukum primer 

yang digunakan antara lain adalah 

Undang Undang Dasar 1945, Undang 

Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri, Undang 

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri, 

Undang Undang Nomor 12 Tahun 

2006 tentang Kewarganegaraan, 

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 

2003 tentang Organisasi Perwakilan 

Republik Indonesia di Luar Negeri, 

,QWHUQDWLRQDO� &RYHQDQW� RQ� &LYLO�

DQG� 3ROLWLFDO� 5LJKWV�� 7KH� *HQHYD�

&RQYHQWLRQ�RI����$XJXVW�������9LHQQD�

&RQYHQWLRQ� RQ� 'LSORPDWLF� 5HODWLRQ�

������9LHQQD�&RQYHQWLRQ�RQ�&RQVXODU�

5HODWLRQ������

2) Bahan hukum sekunder (VHFRQGDU\�

OHJDO� UHVRUFH), yakni bahan-bahan 

yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer serta memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum 

primer.2 Bahan hukum sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini 

mencakup buku, jurnal, hasil penelitan 

dsb. Jurnal hukum yang dipakai antara 

lain 2[IRUG�3XEOLF� ,QWHUQDWLRQDO� /DZ�

�23,/��� (XURSHDQ� /DZ� -RXUQDO� RI�

,QWHUQDWLRQDO� /DZ, Jurnal Mimbar 

Hukum Fakultas Hukum UGM, dan 

Jurnal Hukum Internasional Universitas 

Indonesia. Adapun untuk buku yang 

digunakan meliputi Pengantar Hukum 

Internasional karangan Prof. Moh. 

Burhan Tsani, Pengantar Ilmu Hukum 

Tata Negara karangan Prof. Jimly 

Asshiddiqie, ,QWHUQDWLRQDO� /HJDO�

3URWHFWLRQ�RI�+XPDQ�5LJKWV�LQ�$UPHG�

&RQÀLFW karangan 8QLWHG� 1DWLRQV�

+XPDQ� 5LJKWV� 2I¿FH� RI� WKH� +LJKHU�

&RPPLVVLRQ, 3ULQFLSOHV� WR� 3URPRWH�

DQG� 3URWHFW� WKH� +XPDQ� 5LJKWV� RI�

,QWHUQDWLRQDO� 6WXGHQWV karangan 

$XVWUDOLDQ�+XPDQ�5LJKWV�&RPPLVVLRQ.

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan 

hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, yang meliputi kamus besar 

bahasa indonesia, kamus hukum, 

kamus biologi, serta bahan-bahan 

tertulis lain yang relevan berupa kamus 

dan/atau ensiklopedia.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan 

cara melakukan wawancara, yaitu mengumpulkan 

data dan informasi dengan cara mengadakan 

tanya jawab secara langsung dengan narasumber. 

Adapun terhadap responden Mahasiswa Al Aghaff 

University selain menggunakan wawancara juga 

menggunakan kuesioner yang disebar melalui 

perangkat internet yang dalam penyebaran dan 

pengisiannya bekerjasama dengan Perhimpunan 

Pelajar Indonesia Hadhramaut Yaman. Tujuan 

wawancara dan kuesioner disini adalah untuk 

mendapatkan data dan informasi berkaitan langsung 

dengan masalah yang diteliti dari responden yaitu 

pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi 

di Al Aghaff University baik yang sedang pulang 

ke Indonesia maupun yang yang berada disana. 

Sedangkan pengambilan data untuk Narasumber 

Direktur Direktorat Perlindungan Warga Negara 

Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian 

Luar Negeri Indonesia, Staf Kedutaan Besar Yaman 

di Indonesia, Ahli Hukum Internasional, Kepala 

Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM 

dilakukan dengan wawancara secara langsung.

Pedoman wawancara yang dilaksanakan 

menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat 

terbuka dan hanya memuat garis besar sehingga 

tidak menutup kemungkinan untuk diajukan 

1 ,ELG., hlm. 52.
2 Ronny Hanityo Sumitro, 1985, 0HWRGRORJL�3HQHOLWLDQ�+XNXP��Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25.
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pertanyaan lain yang masih berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Cara pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode QRQ�UDQGRP� VDPSOLQJ, 

yaitu tidak semua individu dalam populasi 

memperoleh kesempatan yang sama untuk 

menjadi anggota sampel.3 Adapun jenis sampel 

yang digunakan adalah SXUSRVLYH�VDPSOLQJ, yakni 

peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri 

dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang 

populasi untuk memilih anggota-anggota sampel. 

Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan / 

penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal 

ini peneliti menentukan sendiri responden mana 

yang dianggap dapat mewakili populasi4.

Data yang telah terkumpul melalui penelitian 

lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian 

dianalisis secara kualitatif, yaitu  mengumpulkan 

dan menyeleksi data yang diperoleh berdasarkan 

kualitas kebenarannya dan sesuai dengan per ma-

sa lahan yang diteliti, kemudian diolah dengan 

disusun secara sistematik dan dihubungkan dengan 

teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang hukum internasional. Hasil penelitian 

yang didapatkan dipaparkan secara deskriptif, yaitu 

menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan 

yang sebenarnya di lapangan, sehingga dari 

penelitian tersebut dapat memberikan gambaran 

atau pemahaman yang mampu memberikan kesim-

pulan dari permasalahan yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Nasional dan Hukum 

Internasional yang Mengatur Perlin-

dungan Pelajar Indonesia yang Mengalami 

.RQÀLN�%HUVHQMDWD�%DLN�1DVLRQDO�0DXSXQ�

Internasional di Negara Tempat Mereka 

Belajar

Perlindungan hukum pelajar Indonesia di luar 

negeri merujuk pada perlindungan warganegara 

di luar negeri yang tertuang di dalam Preambule 

Undang Undang Dasar 1945 serta Pasal 28G 

Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang 

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia, serta Undang Undang Nomor 

37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Di dalam ,QWHUQDWLRQDO�&RYHQDQW�RQ�&LYLO�DQG�

3ROLWLFDO�5LJKWV tepatnya pada Pasal 17, dinyatakan 

bahwa ³(YHU\RQH� KDV� WKH� ULJKW� WR� WKH� SURWHFWLRQ�

RI� WKH� ODZ� DJDLQVW� VXFK� LQWHUIHUHQFH� RU� DWWDFNV”5 

yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak atas 

perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk 

campur tangan, gangguan serta serangan. Lebih 

lanjut di dalam Vienna Convention on Diplomatic 

Relation dinyatakan secara tegas bahwa salah satu 

tujuan dari pengiriman misi (diplomatik) adalah 

“3URWHFWLQJ� LQ� WKH� UHFHLYLQJ� 6WDWH� WKH� LQWHUHVWV� RI�

WKH� VHQGLQJ� 6WDWH� DQG� RI� LWV� QDWLRQDOV�� ZLWKLQ� WKH�

OLPLWV� SHUPLWWHG�E\� LQWHUQDWLRQDO� ODZ”6 atau untuk 

melindungi kepentingan Negara pengirim dan 

bangsanya di Negara penerima dengan pembatasan 

yang diperkenankan oleh hukum internasional.

Konstitusi sendiri yakni pada pembukaan 

Undang Undang Dasar 1945 secara tegas 

menyatakan bahwa salah satu tujuan dari Negara 

Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa 

,QGRQHVLD�� 6HFDUD� OHELK� VSHVL¿N�� SHUOLQGXQJDQ�

hukum di wilayah negara lain tertuang di dalam 

Pasal 18, 21, dan 22 Undang Undang 37 Tahun 

1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Lebih lanjut 

Pasal 21 Undang Undang 37 Tahun 1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri tersebut menyatakan bahwa 

Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya 

nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban 

memberikan perlindungan, membantu, dan 

menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta 

mengusahakan untuk memulangkan mereka ke 

Indonesia atas biaya negara. Dari sini terlihat 

bahwa perlindungan termasuk di dalamnya adalah 

pemulangan warganegara ke negara asal merupakan 

tanggungjawab pemerintah dan biaya sepenuhnya 

3 Nico Ngani, 2012, 0HWRGRORJL�3HQHOLWLDQ�3HQXOLVDQ�+XNXP, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm. 180.
4 Burhan Mustofa, 2004, 0HWRGH�3HQHOLWLDQ�+XNXP, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91.
5 Pasal 17 ,QWHUQDWLRQDO�&RYHQDQW�RQ�&LYLO�DQG�3ROLWLFDO�5LJKWV�
6 Vienna Convention on Diplomatic Relation.
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ditanggung oleh negara. Apabila di negara lain 

tersebut terjadi perang atau pemutusan hubungan 

diplomatik, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 

Undang Undang 37 Tahun 1999 tentang Hubungan 

Luar Negeri, Menteri atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha 

untuk mengamankan dan melindungi kepentingan 

nasional termasuk Warga Negara Indonesia.

Perlindungan hukum di dalam masa perang 

\DQJ�PHQFDNXS�NRQÀLN�EHUVHQMDWD�LQWHUQDVLRQDO�GDQ�

NRQÀLN�EHUVHQMDWD�LQWHUQDO�VHVXDL�GHQJDQ�NHWHQWXDQ�

hukum humaniter internasional yang utamanya 

bersumber dari *HQHYD�&RQYHQWLRQ dan $GGLWLRQDO�

3URWRFROQ\D)��Ketentuan tersebut membagi subjek 

hukum menjadi dua kategori yaitu kombatan yang 

dalam hal ini dapat diserang dan masyarakat sipil 

yang tidak boleh diserang dan harus dilindungi hak-

haknya.7 Pelajar sendiri masuk ke dalam golongan 

masyarakat sipil yang jelas tidak boleh diserang.8 Fajri 

Matahati Muhammadin, S.H., LL.M, dosen hukum 

internasional yang ahli dalam hukum humaniter 

internasional, mengatakan bahwa, “Pelajar baik 

nasional maupun internasional yang pada dasarnya 

adalah masyarakat sipil yang tidak boleh diserang 

bisa diserang apabila pelajar mengangkatan senjata 

dan aktif melakukan serangan mendukung salah 

satu pihak”.9 Lebih lanjut dinyatakan bahwa, 

“Seyogyanya pelajar Indonesia di luar negeri tidak 

perlu ikut melancarkan serangan dan fokus pada 

tujuan studi di sana mengingat sekali mengangkat 

senjata status pelajar yang semula masyarakat sipil 

berubah menjadi kombatan”.10

2. Upaya yang Telah Dilakukan oleh Peme-

rintah Indonesia dalam Memberikan 

Perlin dungan Hukum bagi Pelajar Indo-

nesia yang ada di Yaman Khususnya di Al 

Aghaff University

Apabila model perlindungan hukum pelajar 

di luar negeri dibandingkan dengan subjek atau 

entitas yang lain di luar negeri seperti Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) dan Perwakilan Republik Indonesia 

di Luar Negeri yang mencakup Perwakilan 

Diplomatik dan Perwakilan Konsuler, maka jelas 

terjadi ketimpangan dimana Perwakilan Negara 

di Luar Negeri dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

telah memiliki peraturan khusus yang mengatur 

mengenai perlindungan hukumnya. 

Perlindungan secara khusus mengenai Per-

wa kilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang 

mencakup Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan 

Konsuler telah diatur di dalam Keputusan Presiden 

Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi 

Perwa kilan Republik Indonesia di Luar Negeri, 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang 

Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan 

Diplomatik beserta Protokol Diplomatik beserta 

Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh 

Kewarganegaraan (9LHQQD� &RQYHQWLRQ� RQ� 'LSOR�

PDWLF� 5HODWLRQV� DQG� 2SWLRQDO� 3URWRFRO� WR� 7KH�

9LHQQD� &RQYHQWLRQ� RQ� 'LSORPDWLF� 5HODWLRQV�

&RQ�FHUQLQJ� $FTXLVLWLRQ� RI� 1DWLRQDOLW\), 1961 

dan Pengesahan Konvensi mengenai Hubungan 

Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai 

Hal Memperoleh Kewarganegaraan (9LHQQD�

&RQYHQWLRQ� RQ� &RQVXODU� 5HODWLRQV� DQG� 2SWLRQDO�

3URWRFRO� WR� 7KH� 9LHQQD� &RQYHQWLRQ� RQ� &RQVXODU�

5HODWLRQV� &RQFHUQLQJ� $FTXLVLWLRQ� RI� 1DWLRQDOLW\), 

1963 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Kepegawaian. Adapun untuk Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI), perlindungan hukum 

secara khususnya merujuk pada Undang Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Trans mi grasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang 

Pelak sanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dari peraturan 

tersebut terlihat bahwa hak-hak yang secara khusus 

melekat pada perwakilan negara di luar negeri dan 

TKI seperti kontrak kerja, jaminan kesehatan, gaji, 

7 Permanasari, Arlina, HW�Dl, 1999, 3HQJDQWDU�+XNXP�+XPDQLWHU�,QWHUQDVLRQDO, Miamita Print, Jakarta, hlm. 20.
8 ,ELG.
9 Wawancara degan Fajri Matahati Muhammadin, dosen Hukum Internasional FH UGM pada Tanggal 20 Februari 2016.
10 ,ELG.
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tunjangan, pemutusan hubungan kerja, metode 

pembayaran hingga kesejahteraan keluarganya 

telah dilindungi.

Sedangkan untuk perlindungan Pelajar 

Indonesia di luar negeri belum ada peraturan 

khususnya sehingga merujuk pada perlindungan 

Warga Negara Indonesia di luar negeri sebagaimana 

dijabarkan. Bila berkaca ke negara lain, Australia 

misalnya telah mempunyai instrumen hukum 

nasional untuk melindungi pelajar luar Australia di 

negaranya serta pelajar Australia di luar negaranya 

yang tertuang di dalam (GXFDWLRQ� 6HUYLFHV� IRU�

2YHUVHDV� 6WXGHQWV�$FW� ���� serta (626�1DWLRQDO�

&RGH.

Prof. Dr. Sangidu, M. Hum, Atase Bidang 

Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo yang 

dulu mewakili KBRI dalam memulangkan ratusan 

PDKDVLVZD� GL� 0HVLU� VDDW� NRQÀLN� PHQ\DWDNDQ��

“Memang benar belum ada peraturan baik 

nasional maupun internasional yang secara khusus 

mengatur mengenai perlindungan pelajar sehingga 

pengaturannya merujuk pada perlindungan warga 

negara di luar negeri”.11 Prof. Sangidu menambahkan 

bahwa, “Apabila terjadi masalah dengan pelajar 

GL� /XDU� 1HJHUL� GL� GDODP� NRQÀLN� EHUVHQMDWD�

internasional, maka KBRI dan Kementerian Luar 

Negeri akan melakukan koordinasi untuk membahas 

penanganan yang cepat dan tepat”.12�&RQWRK�NRQÀLN�

bersenjata yang terjadi di Yaman merupakan salah 

satu contoh mengenai kondisi di mana pelajar 

PHQQJDODPL� NRQÀLN� EHUVHQMDWD� LQWHUQDVLRQDO� \DQJ�

sebagian besar akhirnya dipulangkan.13 

3. Keberlangsungan studi Mahasiswa Indo-

nesia di Yaman baik yang pulang ke 

Indonesia maupun yang tidak pulang ke 

Indonesia

Terkait dengan upaya yang telah dilakukan 

oleh Pemerintah Indonesia dan keberlangsungan 

studi Mahasiswa Indonesia di Yaman khususnya 

di Al Aghaff University, Ketua PPI Hadhramaut 

Yaman menyatakan bahwa “Pada dasarnya pelajar 

Indonesia di Yaman telah mendapatkan perlindungan 

dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah 

Yaman sendiri”.14 Lebih lanjut ia mengatakan 

bahwa “Mahasiswa di Al Aghaff University sendiri 

ada yang pulang serta ada yang tidak pulang ke 

Indonesia”.15 Bagi mereka yang tidak pulang masa 

studi mereka tidak ada masalah sedangkan bagi 

mereka yang pulang masa studinya tertunda hingga 

satu tahun serta kemudian sebagian dari Mahasiswa 

Indonesia di Yaman khususnya Mahasiswa Al 

Aghaff University ada yang melanjutkan kuliah di 

beberapa Universitas Islam di Indonesia seperti di 

Gresik, Jawa Timur dan Manado untuk melanjutkan 

studi mereka.16 Susapto Anggoro Broto, Ketua Tim 

Evakuasi WNI di Yaman Direktorat Perlindungan 

Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum 

Indonesia Kementerian Luar Negeri menyatakan 

bahwa Pemerintah mengupayakan perlindungan 

WNI di Yaman semaksimal mungkin dengan 

menanggung semua biaya pemulangan dari Yaman 

ke Indonesia dengan sistem RQH� ZD\� WLFNHW serta 

melarang WNI di dalam negeri untuk melakukan 

perjalanan ke Yaman hingga batas yang ditentukan 

oleh Kementerian Luar Negeri dengan mendasarkan 

keadaan di Yaman.17 Selain itu Pemerintah Indonesia 

melalui Kementerian Luar Negeri menjamin 

kelangsungan studi mereka dengan melanjutkan 

studi mereka di berbagai Universitas Islam di dalam 

negeri.18

D. Kesimpulan 

Melindungi warga negaranya baik yang 

berada di Indonesia maupun di Luar Indonesia 

merupakan tugas pemerintah sebagaimana ter-

cantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-

11 Wawancara dengan Prof. Dr. Sangidu, M. Hum, Atase Bidang Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo pada Tanggal 21 Februari 2016.
12 ,ELG.
13 ,ELG.
14 Wawancara dengan ketua PPI Hadhramaut Yaman pada Tanggal 22 Februari 2016.
15 ,ELG.
16 ,ELG.
17 Wawancara dengan Susapto Anggoro Broto, Ketua Tim Evakuasi WNI di Yaman Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan 

Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri
18 ,ELG. 
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pelajar Indonesia di luar negeri, disamping 

Tenaga Kerja Indonesia dan Perwakilan Negara 

di Luar Negeri, merupakan golongan yang 

harus mendapatkan perlindungan secara penuh. 

Perlindungan terhadap warga negara khususnya 

pelajar yang berada di luar Indonesia mencakup 

SHUOLQGXQJDQ�GDODP�NHDGDDQ�NRQÀLN�PDXSXQ�GDODP�

keadaan damai. Perlindungan hukum di dalam masa 

SHUDQJ� PHQFDNXS� NRQÀLN� EHUVHQMDWD� LQWHUQDVLRQDO�

GDQ� NRQÀLN� EHUVHQMDWD� LQWHUQDO� VHVXDL� GHQJDQ�

ketentuan hukum humaniter internasional yang 

utamanya bersumber dari Geneva Convention dan 

Additional Protocolnya.

Saat ini belum ada peraturan khusus yang 

mengatur mengenai perlindungan bagi pelajar 

Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di 

luar negeri. Dalam pelaksanaannya perlindungan 

hukum pelajar di luar negeri merujuk pada 

perlindungan warga negara di luar negeri pada 

saat damai dan merujuk pada ketentuan hukum 

KXPDQLWHU�LQWHUQDVLRQDO�SDGD�VDDW�NRQÀLN�EHUVHQMDWD�

yang memposisikan pelajar sebagai masyarakat 

sipil (civilian) yang harus dilindungi dan tidak 

boleh diserang.

.RQÀLN� EHUVHQMDWD� GL� <DPDQ� SDGD� WDKXQ�

����� PHUXSDNDQ� VXDWX� SRWUHW� NRQÀLN� EHUVHQMDWD�

internasional yang mengakibatkan pemulangan 

WNI yang sebagian diantaranya adalah pelajar. 

Upaya pemulangan dari Yaman ke Indonesia 

tersebut pada dasarnya adalah upaya Pemerintah 

Indonesia dalam melindungi warganegaranya di 

luar negeri. Keberlangsungan studi Mahasiswa di 

Yaman 

Bagi pelajar yang tidak pulang masa studi 

mereka tidak ada masalah sedangkan bagi pelajar 

yang pulang masa studinya tertunda yang  kemudian 

sebagian dari Mahasiswa Indonesia di Yaman yang 

melanjutkan atau menyelesaikan kuliah di beberapa 

Universitas Islam di Indonesia seperti di Gresik, 

Jawa Timur dan Manado, Sulawesi Utara untuk 

melanjutkan studi mereka. Peraturan perundang-

undangan yang mengatur perlindungan pelajar di 

luar negeri khususnya terkait keberlangsungan 

studi dinilai penting adanya agar nasib pelajar tidak 

WHURPEDQJ�DPELQJ�NHWLND�WHUMDGL�NRQÀLN�EHUVHQMDWD�

di negara tempat menimba ilmunya.
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